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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor  249/Pdt.P/2024/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  Penetapan  atas  perkara

permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh: 

Oman bin Suteja, tanggal lahir 15 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam,

pekerjaan  Petani,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

Kp.Kojengkang  RT.006  RW.003  Desa  Karangmulya

Kecamatan  Bojongmangu  Kabupaten  Bekasi  Provinsi

Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Anih binti Atuy, tanggal lahir 10 Februari 1971, umur 53 tahun, agama Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  pendidikan  SD,  tempat

kediaman  di  Kp.Kojengkang  RT.006  RW.  003  Desa

Karangmulya  Kecamatan  Bojongmangu  Kabupaten

Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; 

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal

23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal  23 Juli  1985 para Pemohon melangsungkan

pernikahan  menurut  agama  Islam  dirumah  orang  tua  Pemohon  II  di

Kp.Kojengkang  RT.006  RW.  003  Desa  Karangmulya  Kecamatan

Bojongmangu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka

dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali
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nikah ayah kandung bernama Atuy dan dihadiri oleh saksi nikah masing-

masing  bernama Apin  dan  Winata  dengan  memakai  mas  kawin  berupa

uang Rp. 5.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I  dengan Pemohon II  tidak ada pertalian

nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi

syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami isteri  dan telah dikaruniai  keturunan 3 orang anak yang

bernama :

1) Ai Sarmiah, perempuan, umur 32 tahun

2) Amin Budiman, laki-laki, umur 14 tahun

3) Omi, perempuan (almh);

5. Bahwa  selama  pernikahan  berlangsung  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu

pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memilki Buku Kutipan Akta

Nikah  karena  perkawinan  tidak  terdaftar  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa  para  Pemohon  sangat  memerlukan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

tersebut untuk bukti  pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran

Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang  Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini,  untuk  menjatuhkan  Penetapan  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I  (Oman bin Suteja)

dengan Pemohon II  (Anih binti Atuy) yang dilaksanakan pada tanggal 23

Juli  1985  di  Wilayah  Hukum  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Bojongmangu Kabupaten Bekasi;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;
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Atau:  Apabila  Pengadilan  Agama  Cikarang  berpendapat  lain,  mohon

penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  permohonan  para  Pemohon  tersebut,  telah

diumumkan  oleh  Pengadilan  Agama  Cikarang  di  papan  pengumuman

Pengadilan  Agama  Cikarang  dan  papan  pengumuman  Aula  Balai  Rakyat

Pemda  Kabupaten  Bekasi,  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  namun  hingga

perkara  ini  disidangkan tidak  ada seorang pun yang berkeberatan terhadap

permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

dan  Pemohon  II  hadir  sendiri  di  persidangan  dan  kemudian  dibacakan

permohonan  Pemohon  tersebut  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Para

Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalilnya  para  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Oman bin

Suteja)  dan  atas  nama  Pemohon  II  (Anih  binti  Atuy),  yang  dicatat  dan

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga,  Nomor  3216233040404072251  atas

nama Pemohon I  (Oman bin Suteja),  yang dicatat  dan dikeluarkan oleh

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi,  telah

bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2

dan diparaf;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  atas  nama  Pemohon  I  (Oman  bin

Suteja)  dan  atas  nama  Pemohon  II  (Anih  binti  Atuy),  Nomor

103/KUA.10.16.23/PW.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dicatat

dan  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bojongmangu

Kabupaten Bekasi,  telah bermeterai  cukup dan di-nazegeling,  yang oleh

Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi

tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
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Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang

memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Winata  bin  Rifan,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

bertempat  tinggal  di  Kp .Kojengkang RT.006 RW.003 Desa Karangmulya

Kecamatan  Bojongmangu  Kabupaten  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat,  Saksi

tersebut  dibawah  sumpah,  menerangkan  hal-hal  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut: 

 Bahwa  saksi adalah Tetangga  Pemohon I  dan Pemohon II  dan

mengenal mereka sebagai suami istri;

 Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II;

 Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  suami  isteri  yang

pernikahan  dilaksanakan  di  Kp.Kojengkang  RT.006  RW.003  Desa

Karangmulya  Kecamatan  Bojongmangu  Kabupaten  Bekasi  Provinsi

Jawa Barat pada tanggal 23 Juli 1985; 

 Bahwa  pernikahan  mereka  dilaksanakan  berdasarkan  hukum

Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Atuy dan dihadiri

oleh  saksi  nikah  masing-masing  bernama  Apin  dan  Winata  dengan

maskawin berupa uang Rp. 5.000,- dibayar tunai;

 Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian

nasab,  pertalian  semenda,  ataupun  sesusuan,  yang  menyebabkan

haram menikah;

 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohn II

berstatus perawan ;

 Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon

II  telah  dikaruniai  telah  dikaruniai  keturunan  3  orang  anak  yang

bernama :

 Ai Sarmiah, perempuan, umur 32 tahun

 Amin Budiman, laki-laki, umur 14 tahun

 Omi, perempuan (almh); 

 Bahwa  mereka  tidak  pernah  bercerai  dan  tidak  pernah  ada

perempuan  lain  yang  mengaku  sebagai  isteri  Pemohon  I  begitu  pun

sebaliknya;
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 Bahwa  pengesahan  nikah  ini  dimaksudkan  untuk  bukti  sahnya

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.  Ahmad  bin  Ro'i,  umur  56  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

bertempat  tinggal  di  Kp.Bedeng  RT006/RW003  Desa  Karangmulya

Kecamatan  Bojongmangu  Kabupaten  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat,  Saksi

tersebut  dibawah  sumpah,  menerangkan  hal-hal  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II dan mengenal

mereka sebagai suami istri;

 Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  pernikahan  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

 Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  suami  isteri  yang

pernikahan  dilaksanakan  di  Kp.Kojengkang  RT.006  RW.003  Desa

Karangmulya  Kecamatan  Bojongmangu  Kabupaten  Bekasi  Provinsi

Jawa Barat pada tanggal 23 Juli 1985; 

 Bahwa  pernikahan  mereka  dilaksanakan  berdasarkan  hukum

Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Atuy dan dihadiri

oleh  saksi  nikah  masing-masing  bernama  Apin  dan  Winata  dengan

maskawin berupa uang Rp. 5.000,- dibayar tunai;

 Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian

nasab,  pertalian  semenda,  ataupun  sesusuan,  yang  menyebabkan

haram menikah;

 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohn II

berstatus perawan ;

 Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon

II  telah  dikaruniai  telah  dikaruniai  keturunan  3  orang  anak  yang

bernama :

 Ai Sarmiah, perempuan, umur 32 tahun

 Amin Budiman, laki-laki, umur 14 tahun

 Omi, perempuan (almh); 

 Bahwa  mereka  tidak  pernah  bercerai  dan  tidak  pernah  ada

perempuan  lain  yang  mengaku  sebagai  isteri  Pemohon  I  begitu  pun

sebaliknya;
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 Bahwa  pengesahan  nikah  ini  dimaksudkan  untuk  bukti  sahnya

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan

kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada

Hakim untuk menjatuhkan penetapan; 

Menimbang,  bahwa untuk mempersingkat  uraian ini,  Hakim menunjuk

Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  pokok  masalah  dalam  perkara  ini  adalah  para

Pemohon  mohon  penetapan  pengesahan  perkawinannya  dilangsungkan

menurut  hukum Islam pada  tanggal  23  Juli  1985  di  wilayah  hukum Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi dengan maksud

untuk  bukti  pernikahan  tersebut  untuk  Mengurus  Akta  Kelahiran  Anak  dan

administrasi lainnya; 

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti-bukti surat yang

saling mendukung dan menguatkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah

suami isteri;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh  para

Pemohon  adalah  orang-orang  yang  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

pembuktian,  oleh  karena  itu  kesaksian  para  saksi  tersebut  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah

dikuatkan  dengan  bukti-bukti  surat  dan  saksi-saksi  tersebut,  Hakim  telah

menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  pasangan  suami  isteri

menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bojongmangu Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Juli 1985;

b. Bahwa  pernikahan  mereka  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  Islam,

dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Atuy dan dihadiri oleh saksi

nikah masing-masing bernama Apin dan Winata dengan maskawin berupa

uang Rp. 5.000,- dibayar tunai;
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c. Bahwa  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan  Pemohn  II

berstatus perawan;

d. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah

cerai  dan  tidak  ada  halangan  untuk  menikah  baik  menurut  hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

e. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang bernama :

1) Ai Sarmiah, perempuan, umur 32 tahun

2) Amin Budiman, laki-laki, umur 14 tahun

3) Omi, perempuan (almh);

f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah

seorang  dari  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  baik  sendiri-sendiri  maupun

bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  telah

terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal  6  Undang-undang nomor  1  tahun 1974,  dan tidak  ada  larangan

perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal

11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 

Menimbang,  bahwa  permohonan  para  Pemohon  tersebut  telah

bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum

di  tempat  tinggalnya  dan  hingga  saat  ini  tidak  ada  seorang  pun  yang

mengingkari  perkawinannya tersebut  (Istidlhar).  Hal  ini  telah sejalan dengan

pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab Ushulul

Fiqh halaman  930,  yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pertimbangan  oleh

Hakim, sebagai berikut:

Artinya:  “Barang  siapa  yang  mengetahui  bahwa  sesorang  perempuan  itu

sebagai  isteri  seorang  laki-laki,  maka  dinyatakan  (tetap)  sebagai

sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “  
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Menimbang,  bahwa  tentang  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut

Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan

tetapi  disebebkan  oleh  keadaan  yang  memaksa,  yang  tidak  memungkinkan

bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka; 

Menimbang,  bahwa  apabila  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

tidak  diitsbatkan  akan  mengakibatkan  para  Pemohon  terjerumus  kedalam

kesulitan  dan  penderitan  yang  berkepanjangan  karena  para  Pemohon  dan

keturunan  mereka  tidak  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang

sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan

kaidah usul fiqh:

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan” 

Maka  itsbat  nikah  bagi  para  Pemohon  akan  dapat  menolak  kemafsadatan

tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I

dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk

memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan

meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa

Indonesia; 

Menimbang,  bahwa  alasan  permohonan  yang  diajukan  oleh  para

Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat

(4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan 

Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk

mencatatkan  perkawinannya  tersebut  ke  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
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2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini; 

Memperhatikan  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan

syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 

2.  Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Oman  bin  Suteja)  dan

Pemohon II (Anih binti Atuy) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1985

di  wilayah  hukum  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bojongmangu

Kabupaten Bekasi ; 

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi ; 

4.  Membebankan  kepada  Para  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp. 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  oleh  Afrizal,  S.Ag.,  M.H.  sebagai  Hakim  pada

Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah dan penetapan tersebut pada

hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Afrizal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.
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Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp 75.000,-

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp 475.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan  Penetapan  ini  diberikan  atas  permintaan  Pemohon  pada

tanggal 15 Agustus 2024;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya oleh

Panitera,

Didin Jamaludin, S.H.,M.H.
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